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BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN KEARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupat
Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pengelolaan dan  Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur Pelavanan Perizinan Berusaha
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karawang, agar pelayanan
perizinan dilaksanakan lebih efektif, efisien, transparan
dan akuntabel;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur
Perizinan Berusaha di Kabupaten Karawang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Z8S1};



Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 637 3);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6573);




8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomeor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66 18);

10. Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan  Penyelenggaraan Penataan  Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyveleggaraan  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

14, Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomaor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun
2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 8)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2016 Nomor 7);




Menetapkan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 132

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman
Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2014 Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun

2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang
[Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021
Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu [Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2016 Nomor 22);

22. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karawang (Berita Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OFPERASIONAL
PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN
KARAWANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.

Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Dacrah Kabupaten adalah Bupati sebagal unsur

penvelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.




10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

. Perangkat Dearah adalah unsur pembantu kepala daerah

dan Dewan  Perwakilan Rakvat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vyang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Maodal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.

Pelavanan Terpadu Satu Pintu vang selanjutnya disebut
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu
pintu.

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran vang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatan dan dibenkan dalam bentuk
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau
komitmen.

. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekitronik atau

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OS5
adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga
0SS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga,
Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha
melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi.

Lembaga Pengelola dan penyelenggara O3S yang selanjutnya
disebut Lembaga 053 adalah lembaga pemerintah dan non
kementrian vang menyelenggarakan urusan pemerintah di
Bidang Koodinasi Penanaman Modal.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
dan /atau kegiatannya.

. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah  Perizinan

Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya dismgkat NIB
adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh
lembaga (85 setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Izin adalah persectujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib
dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan
kegiatan usahanya.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur
oleh lembaga pemerintah non kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.




17. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi
tertulis yang dibakukan mengenai berbagal proses

penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan
harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

BAB Il
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

SOP Pelayanan Perizinan Berusaha ini dimaksudkan sebagai

acuan bagi Perangkat Daerah yang menangani penyelenggaraan
pelayvanan perizinan berusaha di Kabupaten Karawang,

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

SOP Pelayanan Perizinan Berusaha ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan Kualitas layanan penizinan serta membernkan
kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam
memperoleh pelayanan perizinan berusaha;

b. membantu setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan
penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;

c. membanitu memperlancar penyusunan langkah kerja
tahapan kerja, mekanisme serta alur kegiatan setiap
melaksanakan pelayanan perizinan berusaha;

d. meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan
perizinan berusaha; dan

e¢. sebagai acuan dalam pengukuran kinerja dalam
meémberikan pelayanan perizinan berusaha.

Bagian Ketiga
Manfaat

Pasal 4

Manfaat SOP Pelayanan Perizinan Berusaha adalah:

a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnys;

b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
dan tanggungjawab individual aparatur dan organisasi
secara keseluruhan,

c. membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak
tergantung pada intervensi manajemen, schingga akan
mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan
proses sehari-hari;

d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
B




¢, menciptakan ukuran standar kinerja vyang akan
memberikan aparatur cara konkrit untuk membantu
mengevaluasi usaha yvang telah dilakukan;

f. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;

g. menjamin konsistensi pelayanan kepada pelaku usaha, baik
dari sisi mutu, waktu dan prosedur;

h. sebagai instrumen dapat melindungi aparatur dari
kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan
penylmpangarn;

i. menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; dan

j. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan
prosedural dalam memberikan pelayanan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyusunan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha
adalah menecakup seluruh perizinan berusaha berbasis nisiko
dan persyaratan dasar perizinan berusaha vang menjadi
kewenangan Daerah.

Pasal 6

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan penetapan tingkat
risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

(2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana ayat (1)
meliputi seluruh KBLI yang menjadi kewenangan Daerah.

(3) PerizinanBerusaha Berbasis Risiko diproses melalui aplikasi
088 yang menjadi kewenangan Daerah.

{4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
a. NIB;
b. Sertifikat Standar; dan
¢. lzin.

(5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
sektor;
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
lingkungan hidup dan kehutanan;
. perindustrian;
perdagangan;
pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
transportasi;
kesehatan, obat dan makanan;
pendidikan dan kebudayaan;
koperasi dan usaha kecil dan menengah;
pariwisata; dan
ketenagakerjaan.
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Pasal 7

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 meliputi:

H.

(1)

(2]

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diproses
melalui aplikas: O5S, BSistem Informasi Geospasial Tata
Ruang dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan.

Pesetujuan Lingkungan yvang diproses melalui aplikasi 0SS
dan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan.

Persetujuan Bangunan Gedung yvang diterbitkan melalui

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung
vang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 8

SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Persyaratan dasar

perizinan yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

a. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggl dan
Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang;

b. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Timgg yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Penataan Ruang;

¢. Persetujuan Bangunan Gedung fungsi hunian dengan
kompleksitas sederhana;

d. Persetujuan Bangunan Gedung fungsi hunian dengan
kompleksitas tidak sederhana;

e. Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Desain
Prototipe;

[. Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Penyesuaian
Desain Prototipe;

g. Persetyjuan Bangunan Gedung Dengan Desain
Mengikuti Ketentuan Pokok Tahan Gempa;

h. Persetujuan Bangunan Gedung Kepentingan Umum;

i. Persetujuan Bangunan OGedung Kepentingan Umum
Dengan Pertelaan;

j. Persetujuan Bangunan Gedung Kolektif;
k. Persetujuan Prasarana Bangunan Gedung,

l. Persetujuan Persetujuan Bangunan Gedung Fungsi
Campuran;

m. Persetujuan Bangunan Gedung Eksisting ([Cagar
Budaya); dan

n. Persetujuan Mengubah, Memperluas, Mengurangi,
dan /atau Merawat Bangunan Gedung.

Rincian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yvang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB 11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati
Karawang Nomor 503/Kep.604-Huk/2020 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang untuk Pemenuhan Komitmen lzin Usaha,
Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku,

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  sctiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang,

Ditetapkan di Karawang

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 27 Jemi 2002

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR #@




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FPERIZINAN
BERUSAHA DI KABUPATEN KARAWANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DI KABUPATEN KARAWANG

Nomor SOP 1
Tanggal Pembuatan 27 Juni 2022
Tanggal Revisi =
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG
Nama SOP Perizinan Berusaha untuk Risike Menengah Tinggi dan Tinggi yang
tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penstaan
Ruang (PEKPR] =
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 D3,
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha gé-

Berbasis Risiko;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah:

Memahami dan menguasai mekanisme perizinan Berusaha berbasis risiko;
Menguasai dan memahami peraturan terkait sektor yang dimohon.

N L0 B b

Keterkaitan Peralatan Pelaksana :
1. SOF PKKFR; 1. Formulir isian secara elekironik;
; B : : i 2. Alat tulis kantor;
B A0R tajusn Lingkusga; 3. Seperangkat komputer (sistem); dan
3. S0P PBG. 4. Agenda aktivitas,




Peringatan ! Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses | I. Permohonan secara online melalui tautan hitps.//oss go.dd .

pelayanan perizinan berusaha tidak berjalan dengan | 2. Persyaratan sesuai yang diminta oleh aplikasi htips//oss go.id scbagaimana

baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima. tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menurut aturan
sektor dan KBLI yang dimohon.

3. Jenis Perizinan Berusaha meliputi scktor:

a. Kelautan dan Perikanan;

. Pertanian;

Lingkungan Hidup dan kehutanan,

Perindustrian;

Perdagangan;

Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralyat;

Transportasi;

. Kesehatan, Obat dan Makanan;
Pendidikan dan Kebudayaan;

j. Koperasi dan Usaha Kecil;

k. Pariwisata;

I. Ketenagakerjaan.

o
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FLOWCHART SOP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI/TINGGI YANG TIDAK MEMPERSYARATKAN PEKFPR

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktifitas
Pemohon OPD Teknis DPMPTSP Waktu Output

Pengajuan Permohonan melahai
hutps:/ /oss.go.id melipun data :

1 |data Pelaku Usaha,/ Badan Usaha, Uk PO U
KBLI, Lokasi, dsb
Pemenuhan persyaratan dokumen

2 Ingkungan Dokumen Lingkungan
Penerbitan NIB ctomatis OS5

3 HIB dan 55 balum terverifikas]

|

Permochonan verifikasi Sertifikat

4 |Standar (SS) dengan melengkapi M [ 1 Diokumen Persyaratan
persyaratan usaha sesuai sektor

¥ Sesual NSPK
yang
5 |verifikasi oleh OPD sektor diatur oleh aplikasi :.-::::.“LJ.“;':.-::::T::;
058/ PP 5 2021 s

masuk ke unit perizinan dalam

& aplikasi 0SS untuk proses tengkap 1 harl Persetuuan Unit Perizinan
persenujuan S5
Penerbitan SS/lzin oleh Kepala

T Dinas PMPTSP 1 hari 55/ 1gin




Disahkan Oleh

Nomor SOP 2

Tanggal Pembuatan 27 Juni 2022
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

BUPATI KARAWANG

Nama SOP

Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tingg yang
mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang

(PKKPR)

Dasar Huloum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang | 1. D3;
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Sl
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang |3 sg2:
E.:: it aan Fenyelengg TR oz 4. Memahami dan menguasai mekanisme perizinan Berusaha
it berbasis risiko;
5. Menguasai dan memahami peraturan terkait sektor yang dimohon.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : |
1. SOP PKKPR, 1. Formulir isian secara elektronik;
: z : 2. Alat tulis kantor;
2. S0P Persetujuan Lingkungan; 3 = Jeak looraiaber (antais)s e
3. SOP PBG. 4. Agenda aktivitas,
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan
perizinan berusaha tidak berjalan dengan baik sesuai dengan

prinsip pelayanan prima.

1. Permohonan secara cnline melalui tautan hiips://oss.go id

2. Persyaratan sesuai yang diminta oleh aplikasi hitps://oss go.id
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko menurut aturan sektor dan KBLI yang dimchon.

3, Jenis Perizinan Berusaha meliputi selktor;

a. Kelautan dan Perikanan;




b.

=]
=

Pertanian;

Lingkungan Hidup dan kehutanan;
Perindustrian;

Perdagangan;

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Transportasi;

Kesehatan, Obat dan Makanan;
Pendidikan dan Kebudayaan;
Koperasi dan Usaha Kecil;
Pariwisata;

Ketenagakerjaan.




FLOWCHART SOP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI/TINGGI YANG MEMPEREYARATKAN FEKFR

Kapals Dines PMPTSE

ol sl cnrvam m—
Pl
; Adcritivas Pemohon |Dinas PUPR BEN . | orreTae " bt Ourpur
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Nomor SOP 3

Tanggal Pembuatan 27 Juni 2022

Tanggal Revisi -

Tanggal Efeldif ]

BUPATI KARAWANG

Persetujuan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas
Sederhana

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Eangunnﬂ
Gedung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung,

Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013
Tentang RTRW Kabupaten Karawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung;

1. SMA;

51,

52,

Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan

o B e oW

Menguasai dan memahami peraturan tentang lzin Mendirikan
Bangunan.




10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 20 16
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keterkaitan

Peralatan Pelaksana :

1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi vyang tidak mempersyaratkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);

2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.

ol ol

Formulir isian secara elektronik;
Alat ukoar:

Seperangkat komputer (sistem); dan
Apenda aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan Hdak berjalan dengan baik sesua dengan
prinsip pelayanan prima.

i
2.

3.

Permohonan secara online melalai tautan http: [/ simibeg, pego.id
Masa proses izin 15 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan
benar);

Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan
penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin,

Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:

1.

Data Umum

a. Informasi KTP/KITAS";

b. Informasi KRK*;

c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan |
pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan
pemilik bangunan gedung);

d. Data penyedia Jasa Perencana Konsturksi badan usaha atau
perseorangan dan Arsitek berlisensi (dalam hal tidak ada
penyedia jasa perencana konstruksi/arsitek pemilik dapat
menggunakan desain prototipe/desain rumah tinggal tahan
gempa.




' 2. Data Teknis Tanah

a. Gambar Batas tanah vang dikuasai termasuk gambar bangunan

b,

gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan
dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang
akan dibangun;

Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk
bangunan sederhana.

3. Data Teknis Arsitektur
a. Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan

detail Bangunan Gedung;

Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen
arsitekiural).

4. Data Teknis Struktur
a. Perhitungan teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi,

Basemen, Kolom, Balok, Plat lantai dan Rangka Atap, Penutup
dan komponen gedung lainnya (dalam hal bangunan gedung
lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan
gambar rencana plat lantai, Gambar dinding geser (bila ada),
Gambar basemen (bila ada);

Gambar Detail Struktur;

Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (jenis, tipe dan karakteristik material /bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen
struktural)-Spesifikasi yang dimaksud antara lain: Material
retrofit, Material struktur penahan gempa, Pracetak Prategang,
Sambungan Mekanis.




SR T e ~Pambing

b,

Perhitungan teknis sederhana dan Gambar jaringan listrik yang
terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan;
Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Sistem Sanitasi yang
terdiri dari pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan,
drainase dan persampahan;

Spesifikasi Teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan
yvang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk
komponen mekanikal, elektrikal dan perpipaan [plambing]).

6. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

B

b.

c.

Penyataan mematuhi KRK (bentuk Check List pada sistem);
Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi (bentuk Check
List pada =sistem);

Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi
bersertifikat (bentuk Check List pada sistem);

Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa [bentuk
Check List pada sistem);

Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan
(bentuk Check List pada sistem].




Maksimal 1 Hari kerja

Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Sederhana
E Dimungkinkan
E Tidak Memeniuhi
i i Kerj Maksimal 13 Hari Kerja

‘ Lengkap
Maksimal 1 Hari Kerja
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Disahkan Oleh
& [

| Nomor S0P 4
Tanggal Pembuatan 27 Juni 2022
Tanggal Kevisi -
Tanggal Efektif N
BUPATI KARAWANG

Persetujuan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas
Tidak Sederhana

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tsehun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;,

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nemeor 2 Tahun 2013
Tentang RTEW Kabupaten Karawang;

. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomeor 8 Tahun 2013

tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung;

1.

0 & N

SMA;

=21

52,

Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan

Menguasai dan memahami peraturan tentang lzin Mendirikan
Bangunan.




10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawan £ Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keterkaitan

Peralatan Pelaksana

1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi vang tidak mempersyaratkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PEKPR];

2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Penataan Ruang (PKKFPR); SOP  Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.

4 L0 b

Formulir isian secara elektronik;
Alat ukur;

Seperangkat komputer [sistem}; dan
Apenda aktritas.

Peringatan ;

Pencatatan dan Pendataan |

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan
prinsip pelayanan prima.

1.
2.

3.

Permohonan secara online melalui tautan hittp: |/ simbag. o, go.id
Masa proses izin 16 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan
benar);

Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan
penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin,

Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:

1.

Data Umum

a. Informasi KTP/KITAS*;

b. Informasi KEK*;

¢. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan
pemilik bangunan gedung);

d. Surat lzin peruntukan penggunaaan tanah (SIPPT] (bila
disyaratkan);

e. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UEL/UPL, SPPL)*;

[. Data penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau
perseorangan dan Arsitek berlisensi;




g. Dokumen rencana pengelolaan tapak, efisiensi penggunaan

energl, cfisiensi penggunaan air, kualitas udara dalam ruangan,
penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan sampah,
pengelolaan air limbah (bila bangunan gedung disyaratkan
BGH).

2. Data Teknis Tanah

2.

b.

Gambar Batas tanah vang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan
dibangun (bila ades Bangunan Gedung pada area/persil yang
akan dibangun;

Gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah.

3. Data Teknis Arsitektur

A

b.

Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan
detail Bangunan Gedung;

Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen
arsitektural).

4. Data Teknis Struktur

Perhitungan teknis dan gambar rencana fondasi, besemen
kolom, balok, plat lantai dan rangka atap, penutup dan
komponen gedung lainnya (dalam hal bangunan gedung lebih
dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan
gambar rencana plat lantai, gambar dinding geser (bila ada),
gambar basemen (bila ada);

Gambar detail struktur;

Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk kompenen
struktural [spesifikasi yang dimaksud antara lain: material
retrofit, material struktur penahan gempa, pracetak prategang,
sambungan mekanis),




5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plambing

b.

Perhitungan teknis dan gambar detail sistem transportasi
dalam gedung (vertikal dan /atau horizontal) (bila disvaratican);
Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak
pada lingkungan sekitar termasuk pgambar detail (bila |
disyaratkan};

Gambar rencana teknis sistem jaringan listrk yang terdiri dari
gambar sumber, jaringan dan pencahayaan umum (general
lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energi
terbarukan (renewable energy (bila disvaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail system proteksi
petir {bila disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem
komunikas: internal dan external, sistem data (IT) (bila
disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata
suara/tata suara evakuasi (bila disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontol
otomatisasi (bullding automation system) (bila disyaratkan);
Perhitungan tcknis dan gambar rencana detail sistem
keamanan (securify system) dan control akses (access conlrol)
(bila disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem sanitasi
plambing vang terdiri pengelolaan air bersih, air limbah, air
hujan, drainase dan persampahan (termasuk rencana sistem
pengelolaan limbah B3, bila disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi
kebakaraan {fire alarm, hidran, sprinkler, smoke extractor,
presurrized fan dan APAR) yang disesuaikan dengan tngkat
risiko kebakaran (bila disvaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata
udara gedung (bila disyaratkan);




6. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

b.

Perhitungan teknis dan rencana detail sistem gondola (bila
disyaratkan);

Spesifikasi teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan
yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk
komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing)

Penyataan mematuhi KRK (bentuk Check List pada sistem);
Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi (bentuk Check
List pada sistemy};

Pernvataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi
bersertifikat (bentuk Check List pada sistem);

Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengheta [bentuk l
Check List pada sistern);

Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan |
(bentuk Check List pada sistem). |




IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tidak Memenuhi

Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Tidak Sederhana

Maksimal 1 Harl kerja

Maksimal 14 Har Kerja

Maksimal 1 Hari Kerja




 Disahkan Oleh
& oo

Nomor SOP =

Tanggal Pembuatan 27 Jum 2022
Tenggal Revisi :

Tanggal Efektif

BUPAT] KARAWANG

Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Desain Prototipe

Dasar Hulum :

Kualifikasi Pelaksana ;

8

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penvelenpgaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah MNomor 16 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013
Tentang RTRW Kabupaten Karawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung,

1. SMA;

31;

S2;

Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan

Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan
Bangunan.

o W




10, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEeterkaitan

Peralatan Pelalksana

1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);

2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi vang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR}; S0P Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.

?Ermgatsn :

SR B b

Formulir isian secara elektronil;
Alat ukar;

Seperangkat komputer (sistem); dan
Agenda aktivitas,

Peneatatan dan Pvendatﬂ.ﬂn

||||||

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesual dengan
prinsip pelayanan prima.

L
2.

3.

Permohonan secara online melalui tautan http,/ / simbg.pu o, id
Masa proses izin 4 Hari Kerja |setelah persyaratan lengkap dan
benar};

Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan
penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin,

Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:

1.

Data Umum

a. Informasi KTP/KITAS*;

b. Informasi KRK*;

e. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung (dalam hal! pemilik tanah bukan
pemilik bangunan gedung);

d. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/ UPL.SPPL)*.

Data Teknis Tanah

a. Gambar Batas tanah yvang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung vang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan
dibangun (Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang
akan dibangun);




b. Gambar dan/atau uraian kontor tanah dan informasi tentang |
hasil penvelidikan tanah (sesuai dengan yang dipersyatkan |
prototipe);

3. Data Teknis Arsitektur
Gambar Purwarupa (Gambar Prototipe disediakan oleh
Pemerintah / Pemerintah Daerah);

4. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List
a. Penyataan mematuhi KRK (bentuk Check List pada sistem|;

b, Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi (bentuk Check
List pada sistem);

c. Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstrulksi
bersertifikat (bentuk Check List pada sistemn);

d. Pernyataan bahwa tanah tidak delam status sengketa (bentuk
Check List pada sistem);

e. Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan
(bentuk Check List pada sistem).




Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Desain Prototipe

Tidak lengkap

Dimungkinkan

Merpenuhi

Maksimal 2 Hari Kerja

Lengkap

Maksimal 1 Hari kerja

Maksimal 1 Har Kerja




Nomor SOP 6

Tanggal Pembuatan 27 Juni 2022
 Tanggal Revisi =

Tanggal Efcktif

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama S0P Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Penyesuaian Desain Prototipe

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana ;

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung,

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013
Tentang RTRW Kabupaten Karawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubrh dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Momor 7 Tehun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung;

II
2.

3
4,
5

SMA;

81;

52,

Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan

Menpuazai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan
Bangunan.




10, Peraturan Daerah Kabupaten Kamfﬁmg Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keterkaitan

Peralatan Pelalksana :

1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKFPR);

2, Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi vang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Penataan Ruang (PKKFR); SOP Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.

1,
. Alat ukur;

2
3
4

Formulir isian secara elelktronik;

Seperangkat komputer (sistem); dan
Agenda aktivitas,

Peringatan :

Pencatatan dan Pendatasn @

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan
prinsip pelayanan prima.

1.

2.

3.

Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:
1.

Permohonan secara online melalui tautan hitp: /) simbg. o go.ad
Masa proses izin 4 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan
benar};

Masa pembayaran dari pencrbitan SKRD sampal dengan
penyerahan bulkti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.

Data Umum

a. Informasi KTP/KITAS*;
b, Informasi KRK*;

c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan |
pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan
pemilik bangunan gedung);

d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT} (bila
disyaratkan);

e. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL,SPPL)*;

{. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau
perseorangan, Arsitek berlisensi,




2. Data Teknis Tanah

a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan
dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang
akan dibangun);

b. Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah.

3. Data Teknis Arsitektur

Gambar Rencana Desain Hasil penyesuaian Desain Prototipe

Rumah Tinggal (Gambar Purwarupa rumah tinggal disediakan oleh

Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pemilik bangunan gedung tinggal

memilih desain purwarupa yang ingin digunakan).

4., Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

a. Penyataan mematuhi KRK [bentuk Check List pada sistem);

b. Pernvataan menggunakan Pelaksana Konstruksi [bentuk Check |
List pada sistem),

c. Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi |
bersertifikat (bentuk Check List pada sistem);

d. Pernyataan bahwa tanah tidak delam status sengketa [Dentuk
Check List pada sistem); .

e. Pernyataan kebenaran atas dolkumen yang disampaikan |
[bentuk Check List pada sistem).




Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Penyesuaian Desain Prototipe

Tidak lengkap
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Maksimal 1 Hari Kerja Maksimal 2 Hari Kerja Maksimal 1 Hari kerja




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

F@m Efelctif
Disahkan Oleh

BUPAT] EARAWANG

I Nama SOP

Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Mengikuti Ketentuan Pokok |
Tahan Gempa !

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana -

1.

w M

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Penyelengparaan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013
Tentang RTRW Kabupaten Karawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diuvhah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung;

1,

L

SMA;
21
22

Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan

Menguasai dan memahami peraturan tentang lzin Mendirkan
Banpgunan.




10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 |
tentang Penyelengpgaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keterlkaitan

Peralatan Pelaksana :

1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi vang tidak mempersyaratkan Persctujuan
Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);

2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko PKEPR.

1. Formulir isian secara elektronik;

2. Alat ukur;

3. Seperangkat komputer (sistem); dan
4. Agenda aktivitas,

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesusi denpgan
prinsip pelayanan prima.

1.
2.

3.

Permohonan secara online melalui tautan hitp: /[ simbg pu.go.id
Masa proses izin 5 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan
benar);

Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan
penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.

Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:
1. Data Umum

a. Informasi KTP/KITAS*;

b. Informasi KRK*;

¢. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan
pemilik bangunan gedung),

d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
disyaratkan|;

e. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/ UPL,SPPLJ*,

(SIPPT]  (bila |




2. Data Teknis Tanah

Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan
dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persi yang
akan dibangun);

Gambar dan/atau uraian kontur tanah dan Informasi tentang
hasil penyelidikan tanah.

3. Data Teknis Arsitektur

b.

.

Denah berdasarkan ketentuan pokok tahan gempa;

Perletakan titik lampu dan stop kontak;

Ketentuan pokok tahan gempa (cara membangun)-
(disampaikan oleh dinas kepada pemochony).

4. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

H.

b

Penvataan mematuhi KRK (bentuk Check List pada sistemn);
Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa [bentuk
Check List pada sistem);

Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa (bentuk
Check List pada sistem);

Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan
{bentuk Check List pada sistem).




Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi dengan Desain mengikuti ketentuan Pokok Tahan Gempa
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Nomor SOP 8
| Tanggal Pembuatan 27 Juni 20232 i
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektil
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG
Nama SOP Persetujuan Bangunan Gedung Kepentingan Umum

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banpunan
Gedung;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Banpunan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang
Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013
Tentang RTRW Kabupaten Karawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Momor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Penizinan Tertentu; dan

. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015

tentang Bangunan Gedung;

1. SMA;
21
3. 82

=

Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan

Menguasai dan memahami peraturan tentang lzin Mendirikan
Banpgunan,

o




10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penyvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Keterlkaitan

Peralatan Pelaksana ;

1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi yang tidak mempersyvaratkan Persctujuan
Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);

Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi vang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian

Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); S0P Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.

Peringatan :

22

2
3
4

Formulir igsian secara elektronik;

. Alat ukur;

. Seperangkat komputer {sistem); dan
. Agenda aktivitas.

l'-'"mcaiatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan
prinsip pelayanan prima.

1.
2,

3.

Permohonan secara online melalui tautan hitp: // simbg.pu.go.1d

Masa proses izin 29 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan
benar);
Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan

penyverahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.

Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:

1.

Data Umum

a. Informasi KTP/KITAST;

b. Informasi KEK*;

¢. Burat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan
pemilik bangunan gedung);

. Ketentuan Kesclamatan Operasi Penerbangan (KKOP) (bila
dibutuhkan};

e. Surat lzin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT] (bila
disyaratkan);

. Dolkumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL,SFPL)*;




perseorangan, Arsitek berlisensi;

h. Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi
keapamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah
Kementerian Agama (dalam hal bangunan gedung adalah fungsi

keagamaan],

2. Data Teknis Tanah

a., Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan
dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang
akan dibangun};

b. Gambar dan/atau uraian kontur tanah dan Informasi tentang
hasil penyelidikan tanah.

3. Data Teknis Arsitektur

a. Konsep Rancangan Arsiteltur;

b. Gambar situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan
Detail Bangunan Gedung;

c. Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar;

d. Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen
arsitelctural);

e. Rekomendasi peil banjir (bila dibutuhkan untuk memastikan
konektivitas yang baik antara drainase bangunan gedung
terhadap drainase lingkungan /perkotaan.




4. Data Teknis Struktur

a. Perhitungan teknis dan gambar rencana fondasi, basemen

kolom, balok, plat lantai dan rangka atap, penutup dan |

komponen gedung lainnya (dalam hal bangunan gedung lebih
dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan
gambar rencana plat lantai, gambar dinding geser (bila ada),
gambar basemen (bila ada);

Gambar detail struktur;

Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk kemponen
strulketural).

5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

a.

b,

Perhitungan teknis dan gambar detail sistemn transportasi dalam
gedung (vertikal dan /atau horizontal) (bila disvaratkan);
Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak
pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail (bila
disyaratkan);

Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari
gambar sumber, jaringan dan pencahayaan umum [general
lighting), pencahaysan khusus (special lighting) dan energi
terbarukan (renewable energy (bila disyaratkan|:

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail system protcksi

petir (bila disyaratkan]),

. Perhitungan teknis dan pgambar rencana detail sistem

komunikasi internal dan external, sistem data (IT) (bila
disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata
suara/tata suara evakuasi (bila disyaratkanj;

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kuntl::l
otomatisasi ibuﬂdmg automation system) (bila disyaratkan);




. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem
keamanan [security system) dan kontrol akses (access control)
bila disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem sanitasi
plambing vang terdiri pengelolaan air bersih, air limbah, air
hujan, drainase dan persampahan (termasuk rencana sistem
pengelolaan limbah B3, bila disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi
kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor dan presurrized
fan) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran (bila
disyaratkan|;

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi
kebakaran (fire alarm dan APAR) yang disesuaikan dengan
tingkat risiko kebakaran, (khusus untuk fire alarm, bila
disyaratkan};

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem
penghawaan /ventilasi alami dan buatan. Tata udara gedung
{bila disyaratkan);

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola
{bila disyvarathkan];

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan
gas bakar (bila disyaratkan);

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi
manajemen antara lain rumah sakit dan lainnya (bila
digyaratkan);

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail pneumatic tube
{bila disyaratkan);

. Spesifikasi teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan
yvang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk
komponen mekanikal, elektrikal dan plambing);

. Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;

s. Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi encrgi;

. Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah;




u. Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;
v. Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon;
w. Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus |
hidup BGH;
Dolkumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan;
Data tenaga ahli bangunan gedung hijau dan/atau data tenaga
ahli yanpg memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang
bangunan pedung vang memiliki sertifikat pelatihan banpunan
gedung hijau.
6. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List
a. Penyataan mematuhi KRK [bentuk Check List pada sistem),
b. Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi (bentuk Check
List pada sistem); |
c. Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi |
bersertifikat (bentuk Check List pada sistem);
d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa [bentuk

=

Check List pada sistem);
e. Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan
{bentuk Check List pada sistem).

|




Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum
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 Nomor SOP 9
Tanggal Pembuatan =
Tanggal Revisi -
 Tanggal Efelktif
Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG
Nama SOP Persetujuan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Dengan Pertelaan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunen | 1. SMA;
Geals; 2. Si;
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. 82
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang |, ; | telenis ban d
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; * L IR S RS ARAR )
5. Menguasai dan memahami peraturan tentang [zin Mendirikan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013
Tentang RTRW Kabupaten Karawang,

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu; dan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung;

Bangunarn.




mmerm s

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Taehun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keterkaitan

Peralatan Pelaksana :

1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi vang tidak mempersyaratkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang [PKKPR);

2. Perizinan Berusaha untuk Risike Menengah Tinggi dan
Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR]; S0P Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.

5

Formulir isian secara elektronik;

2. Alat ukur;

3. Seperangkat komputer (sistem); dan
4, Agenda aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka prﬁes pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik scsuail dengan
prinsip pelavanan prima.

&
2.

3.

Permohonan secara online melalui tautan http:/ [/ simbg pu,go,id
Masa proses izin 27 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan
benar];

Masa pembavaran dari penerbitan SKRD sampai dengan
penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.
Untuk bangunan gedung kepentingan berusaha, informasi terkait
diperoleh secara otomatis dari integrase sistem pemerintahan
{minimal berisi: gambar yang menunjukan bagian bersama, gambar
yvang menunjukan benda bersama, gambar yvang menunjukan
sarusun fungsi hunian dan/atau sarusun fungsi campuran, dan
perhitungan NPP bagi rumah susun).

Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:
1. Data Umum

a. Informasi KTP/KITAS*;

b. Informasi KREK*;

¢. Surat Perjanjian pemanfastan tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan
pemilik bangunan gedung);




d. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP] (bila
dibutuhlkany);

e. Surat [gin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (bila
disyaratkan);

f. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/ UPL,SPPL)*:

g. Data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha atau
perseorangan, Arsitek berlisensi;

h. Burat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi
keagamaan dan surat keterangan dar Kantor Wilayah
Kementerian Agama (dalam hal bangunan gedung adalah fungsi
keagamaan);

i, Dokumen Pertelaan (dalam hal bangunan gedung terdiri dari
satuan unit bangunan pedung (SUBG) dan/atau satuan unit
rumah susun (Sarusun) yang dapat dimiliki lebih dan 1 (satu)
orang atau Badan Hukum.**

2, Data Teknis Tanah

a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan
dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang
akan dibangun);

b. Gambar dan/atau uraian kentur tanah dan Informasi tentang
hasil penyelidikan tanah.

3. Data Teknis Arsitektur

a. Konsep Rancangan Arsitektur;

b. Gambar situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan
Detail Bangunan Gedung;

¢. Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar;




d.

iil-. Data Teknis Struktur

a.

b.

Spesifikasi tekmis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (jenis, tipe dan karakteristik material /bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen
arsitektural);

Rekomendasi peil banjir (bila dibutuhkan untuk memastikan
konektivitas yang baik antara drainase bangunan gedung
terhadap drainase lingkungan / perkotaan.

Perhitungan teknis dan gambar rencana fondasi, basemen
kolom, balok, plat lantai dan rangka atap, penutup dan
komponen pedung lainnya (dalam hal bangunan gedung lebih
dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangge dan
gambar rencana plat lantai, gambar dinding geser (bila adaj, |
gambar basemen (bila ada);

Gambar detail struktur;

Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi |
khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang |
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen |
struktural).

5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plambing
a. Perhitungan teknis dan gambar detail sistemn transportasi dalam |

gedung (vertikal dan/atau horizontal) (bila disvaratkan);
Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang herdampnkl
pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail (bila
disyaratkan);

Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yvang terdiri dan
gambar sumber, jaringan dan pencahayaan umum (general
lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energi
terbarukan (renewable energy) (bila disyaratkan);




A= =E

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail system proteksi
petir (bila disyaratkan);

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem
komunikasi internal dan external, sistem data (IT) (bila
disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata
suara/tata suara evakuasi (bila disyaratkan};

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontol
otomatisasi [building automation system) (bila disyaratkan);

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem
keamanan (security system) dan kontrol akses [access control)
{bila disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistemn sanitasi
plambing yang terdiri pengelolaan air bersih, air limbah, air
hujan, drainase dan persampahan (termasuk rencana sistem
pengelolaan limbah B3, bila disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi
kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor dan presurrized
fan) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran (bila
disyaratkan);

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi
kebakaran (fire alarm dan APAR) yang disesuaikan dengan
tingleat risiko kebakaran. (khusus untuk fire alarm, bila
disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem
penghawaan /ventilasi alami dan buatan. Tata udara gedung
(bila disyaratkan);

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola
(bila disyaratkan);

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan
gas bakar (bila disyaratkan],




o. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi
manajemen antara lain rumah sakit dan lainnya (bila
disyvaratkan);

p. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail pneumatic tube
(bila disyaratkan);

g. Spesilikasi teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan

yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk

komponen mekanikal, elektrikal dan plambing);

Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;

Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi encrgi;

Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah;

Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air imbah;

Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon;

. Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus

hidup BGH,

Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan;

Data tenaga ahli bangunan gedung hijau dan /atau data tenaga
ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang
bangunan gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan
gedung hijau.

g 56003

el

6. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

a. Penyataan mematuhi KRK {bentuk Check List pada sistem|;

b. Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi (bentuk Check
List pada sistem);

c¢. Pernyataan menggpunakan Pengewas/Manajemen Konstruksi
bersertifikat (bentuk Check List pada sistem);

d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa (bentuk
Check List pada sistem);

e. Pernyataan kebenaran atas deokumen yang disampaikan
{bentuk Check List pada sistem).
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Maksimal 25 Hari Kerja Maksimal 1 Hari kerja




Nomor SOP 10

Tanggal Pembuatan 27 Juni 2022
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Dizahkan Oleh

BUPAT] KARAWANG

= U

Persetujuan Bangunan Gedung Kolektil

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana ;

| 55

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

. Peraturan Menteri Dalam MNegeri 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013
Tentang RTRW Kabupaten Karawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung,

1. SMA;
2. 81;

3. 82;

4. Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan
3

Menguasai dan memahami peraturan tentang lzin Mendirikan
Bangunan,




10.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomaor 22 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Keterkaitan

Peralatan Pelaksana :

1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);

2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi vang mempersvaratkan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.

il

5.

Formulir isian secara elektronik;
Alat uloar;

Alat tulis;

Seperangkat komputer; dan
Agenda aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan @

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan
prinsip pelayanan prima.

¥
2

J.

Persyaratan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:

1.

Permohonan secara online melalui tautan http: /[ simbg o go.id
Masa proses izin 29 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan
benar];

Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan
penyerahan bukti bavar tidak dihitung sebagai masa proses izin.

Data umum

a. Informasi KTP/KITAS®;

b. Informasi KRK*;

c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan
Pemilik Bangunan Gedung (dalam hal pemilik tanah bukan
permnilik bangunan gedungj;

d. Surat Izin Peruntukan
disyaratkan);

e. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL 1 UPL, SPPL)*;

{. Data Penvedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau
perseorangan atau Arsitck berlisensi;

g Masterplan atau Siteplan dan kumpulan BG kolektif;

Penggunaan Tanah (SIPPT) (bila |




h. Gambar Site Plan yang telah ditandai nama, alamat dan batas-
batas bangunan gedung yang akan dipecah (dokumen ini
dimintakan bukan pada fase PBG, akan tetapi dimintakan pada
fase SLF per unit bangunan serta penerbitan SBKBGnya).

2. Data Teknis Tanah

a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan
dibangun [(bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang
akan dibangunj;

b. Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.

3. Data Teknis Arsitektur

a. Konsep Rancangan Arsitektur;

b. Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan
detail Bangunan Gedung;

¢, Gambar Rencana Tata Fuang Dalam dan Tata Ruang Luar;

d. Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikas
khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen
arsitektural);

e. Rekomendasi peil banjir (bila dibutuhkan untuk memastikan
konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung
terhadap drainase lingkungan /perkotaan).

4. Data Teknis Struktur
a. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen, {
Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan
komponen gedung lainnya (dalam hal bangunan gedung lebih
dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan
gambar rencana plat lantai, Gambar dinding geser (bila adaj,
Gambar basemen (bila ada);
b. Gambar Detail Struktur,




.

Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen
struktural).

5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal, Plambing

.

b.

Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem
Transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal) (bila disyaratkan);
Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak
pada lingkungan sekitar termasuk pgambar detail (bila
disyaratkan);

Gambar rencana teknis sistemn jaringan listrik yang terdiri dan
gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum |general
lighting), pencahaysan khusus (special lighting) dan energi
terbarukan (renewable energy) (khusus untuk energi
terbarukan (renewable energy|, bila disyaratkan]);

. Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem

Penangkal / Proteksi Petir (bila disyaratkan|;

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem
Komunikasi Internal & External, sistem data (IT) (bila
disyaratkan];

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata
suaraltata suara evaluasi (bila disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol
otomatisasi (bullding automation system) (bila disyaratkan);
Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem
keamanan [seewrity sistem) dan kontrol akses (access control)
(bila disyaratkan]|;

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi
Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air
Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistern pengelolaan limbah
B3 (Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan);




Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi
Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extructor, dan presurmzed
fan) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran [bila
disyaratkan);

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi
Kebakaran (fire alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan
tingkat risike kebakaran (khusus untuk fre alarm, bila
disyaratkan);

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem
Penghawaan /Ventilasi alami dan buatan. tata udara gedung

(bila disyaratkan);

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola

(bila disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan
gas bakar (bila disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistemn informasi
mangjemen antara lain rumsh  sakit; dan lainnya (bila
disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail pneumatic
tube(bila disyaratkan);

Spesifikasi Teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan
vang digunakan secara lebih detaill dan menyeluruh untuk
komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing).

Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

a
b.
c

d.

g B8 1 ]

Pernyataan mematuhi KRK;

Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi,

Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruks
bersertifikat;

Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa;
Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan.




FLOW CHART PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KOLEKTIF
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Nomor SOP

11

| Tangpgal Pembuatan

27 Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanpgal Efeltif

"Disahkan Oleh

| BUPATI KARAWANG

Nama S0P

Persetujuan Prasarana Bangunan Gedung

Dasar Huloam :

Kualifikasi Pelaksana -

1.

. Peraturan Pemerintah Nomor

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomoer & Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

16 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

. Peraturan Dacrah Kabupaten Karawang Nomoer 2 Tahun 2013

Tentang RTRW Kabupaten Karawang;

. Peraturan Dacrah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013

tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karswang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung;

L+
2.

SMA:
51;
a2
Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan

Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirkan

Bangunan.




10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penyvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keterkaitan

Peralatan Pelaksana -

1. Perizinan Berusaha untuk Risike Menengah Tinggi dan
Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);

2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian

Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko PEKEKPR.

il

Formulir isian secara elektronik;
Alat uloar;

Alat tulis;

Seperangkat komputer; dan
Agenda aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan
prinsip pelayanan prima.

1.

i

3.

Permohonan secara online melalui tautan http:/ / simbg pu.go.id
Masa proses izin 29 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan
benar);

Masa pembayaran dari penerbitan SKED sampai dengan
penverahan bukti bayar tidak dihitung sebagal masa proses izin.

Persyaratan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:

Data umum

a. Informasi KTP/KITAS*;

b. Informasi KEK*;

¢. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan
Pemilik Bangunan Gedung [dalam hal pemilik tanah bukan
pemilik bangunan gedung);

d. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOF] (bila
disyaratkan);

e. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/ UPL, SPPL)*%;

f. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau
porseorangan atau Arsitek berlisenisi,




|2, Data Teknis Tanah

a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan
dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persi yang
alean dibanguni;

b. Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah,

3. Data Teknis Prasarana
Gambar dan perhitungan teknis untuk prasarana;

4. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

a. Pernyataan mematuhi KREK;

b. Pernyataan menggunakan Pelaksana Kenstruksi;

¢. Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruks:
bergertifikat:

d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;

e. Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa;

Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan.

-
"




Flow Chart Penyelenggaraan Prasarana Bangunan Gedung
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Disahkan Oleh
' Nama SOPF

Nemor SOP 12

Tanggal Pembuatan 27 Juni 2022
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

BUPATI KARAWANG

Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Fungsi Campuran

Dasar Hulkuim |

Kualifikasi Pelaksana :

1,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah MNomor 16 Tahun 2021 tentang
Pelaksanasn Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013
Tentang RTRW Kabupaten Karawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung,

1,

ol B o

SMA;
51
852;

Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan

Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan
Bangunan.




| 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keterkaitan Peralatan Pelaksana ;

1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan | 1. Formulir isian secara elektronik;
Tinggi vyang tidak mempersyaratkan Persetujuan | 2. Alat ukur
Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); 3. Alat tulis;
s i ) 4. Seperangkat komputer; dan
2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan | 5. Agenda aktivitas.
Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR]; SOP Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.
Perinpatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan lzin | 1. Permohonan secara online melalui tautan hitp:/ | simbg.pugo.id

Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan | 2. Masa proses izin 28 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan

prinsip pelayanan prima. benaz):

3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan
penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin,

Persyaratan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:
1. Data umum
a. Informasi KTP/KITAS";
b, Informasi KRKY;
¢. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan
Pemilik Bangunan Gedung (dalam hal pemilik tanah bukan

pemilik bangunan gedung);

d. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbanean (KKOF] (bila
dibutuhkan];

e. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT] (bila
disyaratkan),

{. Dokumen lingkunpgan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPLJ*;




g. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau

h.

perseorangan atau Arsitek berlisens;

Surat kerukunan umat beragama (SKUB| untuk fungsi
keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah
Kementerian Agama {dalam hal Bangunan Gedung campuran
terdapat bagian yang diperuntukan untuk fungsi keagamaan);
Dokumen Pertelaan (dalam hal bangunan gedung terdiri dari
Satuan Unit Bangunan Gedung (SUBG) dan fatau Satuan Unit
Rumah Susun (Sarusun) vang dapat dimiliki lebih dari 1 (satu)
orang atau Badan Hukum.*).

2. Data Teknis Tanah
a. CGambar Batas tanah vang dikuasai termasuk gambar bangunan

b.

gedung yang sudah ada [eksisting) pada area/persil yang akan
dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/ persil yang
akan dibangun|;

Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.

3. Data Teknis Arsitektur

a
b.

Konsep Rencangan Arsitektur;

Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan
detail Bangunan Gedung,

Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar;
Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen
arsitektural).




4. Data Teknis Struktur

&.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Pondasi, Basemen,
Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan
komponen gedung lainnya (dalam hal bangunan gedung lebih
dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan
gambar rencana plat lantai, Gambear dinding geser (bila ada),
Gambar basemen (bila adal;

Gambar Detail Struktur;

Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (jenis, tipe, dan kaerakteristik material bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk kemponen
strukturall.

5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal, Plambing

A.

b

Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem
Transportasi (Vertikal dan /atau Horizontal) (bila disyaratkan);
Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak
pada lingkungan sckitar termasuk gambar detail (bila
disyaratkan);

Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari
gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (general
lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energ
terbarukan (renewable energy) (khusus untuk energi
terbarukan (renewable energy), bila disyaratkan),

. Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem

Penangkal/ Proteksi Petir (bila disyaratkany);

Perhitungan Telmis dan Gambar rencana detail sistem
Komunikasi Internal &% External, sistem data (IT) (bila
disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata
suara/tata suara evakuasi (bila disyaratkan);
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h.

O,

T,

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol
otomatisasi {building automation system) (bila disyaratkan);
Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem
keamanan (security system) dan kontrol akses (access control)
{bila disvaratkan);

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi
Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air
Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah
B3 (khusus untuk sistemn pengelolaan B3, bila disyaratkan);
Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi
Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor, dan presurmzed
fan] yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran (bila
disvaratkan);

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi
Kebakaran (fire alarm, dan APAR) yvang disesuaikan dengan
tingkat risiko kebakaran (khusus untuk Fire alarm, bila
disyaratkan);

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem
Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan. tata udara gedung
(bila disyaratkan);

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola

|bila disyaratkan);

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan

gas bakar (bila disyaratkan};
Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi
manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya (bila
disyaratkan);

Perhitungan teknis dan pambar rencana detail preumatic tube |
[bila disyaratkan);

Spesifikasi Teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan
yang digunakan sccara lchih detail dan menyeluruh untuk
komponen mekanikal, elekirikal, dan plambing);

Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;
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Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;
Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air,
Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah;
Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;
Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon; dan
Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus
hidup BGH;

Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan;

Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan /atau data tenaga
ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang
bangunan Gedung vang memiliki sertihkat pelatihan bangunan
Gedung hijau.

Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

Pernyataan mematuhi KRK;

Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi;

Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi
bersertifikat;

Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan.
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Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Campuran




Nomor SOP 13

Tanggal Pembuatan 27 Juni 2022

Tanpggal Revisi =

Tanggal Efektif =

Disahkan Oleh BUPATI KARAWANG

Nama SOP Persetujuan Bangunan Gedung Eksisting (Bangunan Gedung Cagar
Budaya

Dazsar Hukum -

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Credung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomer € Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013
Tentang RTRW Kabupaten Karawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomeor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung,

3

oo N

SMA;

s1;

=2,

Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan

Menguasai dan memahami peraturan tentang lzin Mendirikan
Bangunan.




10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Keterkaitan

Peralatan Pelaksana ;

1. Perizinan Berusaha untuk Risike Menengah Tinggi dan
Tinggi vang tidak mempersyvaratkan Persetujuan
Kesesualan Kegiatan Penataan Ruang (PKKFPR);

2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi yang mempersyaratkan Persetuyjuan Kesesuaian
Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.

~al L E ol o

Formulir isian secara elektronik;
Alat ukur;

Seperangkat komputer (sistem); dan
Agenda aktivitas.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan ;

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan
prinsip pelayanan prima.

1. Permohonan secara online melahi tautan hitp:/ [ simbg.pu.go.ad

2. Masa proses izin 28 Har Kerja (setelah persyaratan lengkap dan
benar);

3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan
penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.

Persyaratan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:
1. Data umum

a.
b,
c,

Informasi KTP/KITAS®;

Informasi KRK* (bila ada penambahan bangunan Gedung baru);
Surat lzin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPFT) (bila
disyaratkan);

Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL /UPL, SPPL)* (bila dibutuhkan);

Sertifikat Laik Fungsi (dalam hal sudah memilila);

PBG disertai dengan bukti bayar retribusi [apabila sudah
memiliki PBG sebelumnya).




2. Data Teknis Arsitektur

1B

b.

Konsep Rancangan Arsitektur (sesuai ketentuan pelestarian
BGCB);

Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan
detail Bangunan Gedung;

. Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi

khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk kemponen
arsitektural)| sesuai ketentuan pelestarian BGCB),
Rekomendasi peil banjir (bila dibutuhkan untuk memastikan
konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung
terhadap drainase lingkungan / perkotaany.

3. Data Teknis Struktur

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Pondasi, Basemen,
Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan
komponen gedung lainnya (sesuai ketentuan pelestarian BGCB
dan keandalannya dalam hal banpunan gedung lebih dari 1
lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar
rencana plat lantai, Gambar dinding geser (bila ada}, Gambar
basemen (bila ada];

. Gambar Detail Strulktur;

c. Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi

khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk kemponen
strulctural] (sesuai  ketentuan pelestarian BGCB  dan
keandalannya);

. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

(dilaksanakan secara visual dan dengan metode pemeriksaan
non-destruktif terhadap seluruh komponen bangunan gedung,
pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan metode destruktil bila
disyaratkan oleh TPA sesuai ketentuan);
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¢. Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung (hanya untuk
bangunan gedung kepentingan umumj;

f. Gambar bangunan gedung terbangun (as builf drawing] (untuk
komponen bangunan yvang terlihat. Untuk komponen bangunan
yang tidak terlihat);

g. Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat
pembangunan gedung (hanya untuk bangunan gedung
kepentingan umum apabila tidak ada, dapat difasilitasi
pemerintah sesuai penetapannya);

h. Gambar Detail Struktur terbanpun (hanya untuk bangunan
gedung kepentingan umum apabila tidak ada, dapat difasilitasi
pemerintah sesuai penetapannya),

i. Data Tenaga Ahli Penglkaji Teknis bersertifikat.

4. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

a. Pernyataan mematuhi KRK;
b. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status senghkets;
c. Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan.

1
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| Nomor SOP 14
Tanggal Pembuatan 27 Juni 2022
Tanggal Revisi - -
Tanggal Efeldtif

| BUPATI KARAWANG

! Disahkan Oleh
- Nama SOP

.i Mengubah, Memperluas, Mengurangi, Dan/Atau Merawat Bangunan

| Gedung

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pelaksanzan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang
Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013

Tentang RTRW Kabupaten Karawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomer 8 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung,

1. BMA;

2. Bl

a, 52

4, Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan
5

Menguasai dan memahami peraturan tentang lzin Mendirikan
Bangunan,




10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keterkaitan

Peralatan Pelalsana

1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPE);

2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi yang mempersyaratikan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Penataan Ruang (PKKFR); SOP Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko PKKFPR.

ot

Formulir isian secara elektronik;
Alat ukur;

Seperangkat komputer (sistem); dan
Agenda aktivitas,

Peringatan :

Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan
prinsip pelayanan prima.

Pencatatan dan Pendataan :

2. Masa proses izin 28 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan
benar);

3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan
penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin,

Persyaratan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:
1. Data umum

da.

b.
.

Informasi KTP/EKITASY;

Informasi KRK*;

Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan [AMDAL,
UKL /UPL, SPPL)* (bila dibutuhkan);

Sertifikat Laik Fungsi (dalam hal sudah memuiliki];

Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau
perseorangan dan Arsitek berlisensi;

Dokumen Pertelaan (dalam hal bangunan gedung terdiri dan
satuan unit bangunan gedung (SUBG| dan/atau Satuan Unit
Rumah Susun (Sarusun) vang dapat dimiliki lebih dari 1 {satu)
orang atau Badan Hukum** dalam hal diperlukan).




2. Data Teknis Tanah

a. Hasil Penyelidikan Tanah [dalam hal penambahan jumliah];
b. Gambar dan uraian banpunan gedung terbangun pada

area/persil secara sederhana (dalam hal perluasan bangunan),

3. Data Teknis Arsitektur
a.
b,

Konsep perubahan banpunan gedung dari sisi Arsitekour);
Gambar Perubahan situasi, Rencana tapak, denah, potongan,
potongan tampak dan detail bangunan gedung;

Gambar perubahan rencana tata ruang dalam dan tata ruang
luar};

Perubahan spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan
spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material / bahan
yvang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk
komponen arsitektural]l (kecuali untuk bangunan gedung
sederhana);

Rekomendasi peil banjir (bila dibutuhkan untuk memastikan
konektifitas vang balk antara drainase bangunan pgedung
terhadap drainase lingkungan /perkotaan;

f. Perubahan arsitektur bangunan pgedung eksisting oleh

perencana konstruksi berdasarkan kajian struktur (kecuali
untuk bangunan gedung sederhana).

' 4. Data teknis struktur

perhitungan teknis dan gambar perubahan rencana pondasi,
basemen, kolem, balok, pelat lantai dan rangka atap, penutup
dan komponen gedung lainnya (dalam hal banpunan gedung
lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana dan dan
gambar rencana plat lantai, Gamabr dinding geser (bila ada),
gambar basemen (bila ada), dimintakan apabila terdapat
perubahan struktur bangunan);

Gambar detail struktur perubahan (dimintakan apabila terdapat

perubahan struktur bangunan);




L

Perubahan spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan
spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material /bahan
yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untk
komponen structural (dimintakan apabila terdapat perubahan
struktur bangunan};

Perubahan struktur bangunan gedung eksisting oleh perencana
konstruksi berdasarkan kajian struktur (dimintakan apabila
terdapat perubahan struktur bangunan).

5. Data Teknis: Mekanikal, eletrikal dan plambing
a. Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem

b,

Transportas: (Vertikal dan /atau Horizontal) (bila disyaratkan);
Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampeak
pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail (bila
disyaratkan);

. Gambar rencana teknis sistem jaringan listnk yang terdiri dari

gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum [general
lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energi
terbarukan (renewable energy) (Khusus untuk energ
terbarukan (renewable energy), bila disyaratkan);

., Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem

Penangkal fProteksi Petir (bila disyaratkan);

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem
Komunikasi Internal & External, sistern data (IT) (bila
disyvaratkan];

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata
suara,/tata suara evakuasi (bila disyaratkan);

Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol
otomatisasi (buidlding automation system) (bila disyaratican),

. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem

keamanan [security system)] dan kontrol akses |access control)
(bila disyaratkan);




Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi
Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air
Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah
B3 (Khusus untuk sistemn pengelolaan B3, bila disyaratkan);
Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistemn Proteksi
Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor, dan presurrized
fan) yvang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran(bila
disyaratkan);

Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana detail
system proteksi kebakaran (fire alarm, dan APAR] yang
disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran;

Perubahan teknis dan gambar rencana detail tata udara gedung
(bila disyaratkan);

. Perubahan perhutingan teknis dan gambar rencana detail sitem

gondola (bila disyaratkan);

. Perubahan perhutingan teknis dan gambar rencana detail gas

medis dan gas bakar [bila disyaratkan);

Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana detail
system informasi manajemen antars lain ramah sakit dan
lainye; (bila disyaratkan);

Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana detadl
prneumatic tube (bila disyaratkan);

Spesifikasi teknis (jenis, tipe dan karakteristik material /bahan
yang digunakan secara lebih detaill dan menyveluruh untuk
komponen mekanikal, elektrikal dan plambing),

Perubahan MEFP banpunan gedung eksisting oleh perencana
konstruksi berdasarkan kajian MEP.

6. Persyaratan dalam bentuk data/check list

a.
b.
C.

Pernvataan mematuhi KRK;

Pernvataan menggunakan pelaksana konstrulksi;

Pernyataan mengunakan pengawas/manajemen  konstrulos
bersertifikat;




d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa;
e. Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa;
[. Pernyataan kebenaran atas dekumen yang disampaikan.




| MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN GEDUNG




